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ABSTRAK 

  

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 

Pidana Memaksa Orang Lain Dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman 

Kekerasan” merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua 

pertanyaan, yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan dalam putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk dan 2) Bagaimana 

analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik 

deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara memaparkan data 

dengan jelas dalam hal ini data terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk tentang tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian dianalisis dengan 

konsep hukum pidana Islam.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan bagi terdakwa yaitu pertimbangan yuridis yang berupa 

dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal 

peraturan hukum pidana. Serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan. Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa, pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana 

tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Dalam hukum pidana 

Islam, Keputusan hakim tersebut sudah sesuai, karena termasuk hukuman/jarimah 

takzir dan tidak ada ketentuan nas yang mengatur secara eksplisit tentang 

kadar/ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai ancaman kekerasan, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan 

sepenuhnya kepada hakim. 

Sejalan dengan hal di atas, maka dalam menjatuhkan ketentuan hukuman 

sebaiknya Hakim memberikan pidana penjara kepada terdakwa agar menimbulkan 

efek jera dan kepada seseorang yang berprofesi hukum khususnya berprofesi 

sebagai Notaris/PPAT sekaligus dosen tidak gampang emosi dalam bersikap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu atau kegiatan 

tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum memerlukan mekanisme yang 

efektif untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat, sehingga 

berbagai perilaku kriminal yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan 

dapat dihindarkan. Penyelenggaraan penegakan hukum harus terpenuhinya 

tiga prinsip yaitu adanya kepastian hukum, keadilan masyarakat, dan manfaat 

bagi masyarakat.
1
 

Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang 

dapat dijatuhkan bagi si pelanggarnya. Hingga saat ini, tindak pidana masih 

sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar 

larangan tersebut.
2
 

                                                           
1
Darmono, Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum, (Depok: Alta 

Utama, 2017), 24. 
2
 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama,  

2011), 98. 
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Tindak pidana yang terjadi, dipicu oleh berbagai faktor penyebab 

tertentu dan masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk tindak 

pidana yang terjadi yakni tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pasal 335 KUHP menjelaskan 

bahwa :
3
 

 

1. Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-

banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. 

ke-1 : barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain supaya 

melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan 

memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan 

yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, atau 

dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan akan melakukan 

sesuatu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. 

Ke-2 : barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan 

lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan 

atau membiarkan sesuatu. 

2. Dalam hal yang diterangkan pada ke-2 di atas, maka kejahatan itu 

hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu. 

 Seperti halnya kasus dalam putusan nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk yang terjadi di Lampung, dimana pada tanggal 28 

Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB, korban bersama istri sedang makan di 

rumah makan nasi uduk mat kribo Jalan Kartini Bandar Lampung. Kemudian 

datang terdakwa bersama anak dan istri yang makan di warung tersebut. Saat 

terdakwa hendak membayar makanannya kepada pemilik warung, korban 

datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa berbicara sambil 

memegang tangan kiri terdakwa. Terdakwa menolak untuk berbicara dan 

mengatakan tidak kenal dengan korban, kemudian korban kesal dan memaki-

                                                           
3
R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasannya, (Bogor: Politea, 1995), 

278. 
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maki terdakwa. Lalu terdakwa marah dan langsung mengambil pisau yang 

berada di etalase warung tersebut dan mengacung-ngacungkan ke arah tubuh 

korban. Korban terus berbicara sehingga terdakwa emosi dan kembali 

mengacung-ngacungkan pisau ke arah tubuh korban. Perbuatan yang 

dilakukan terdakwa mempunyai pengaruh yang tidak kecil kepada korban, 

karena perbuatan terdakwa yang mengacungkan pisau dapat membahayakan 

korban, serta perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hukum. 

Pada kasus di atas jaksa penuntut umum menuntut dengan pidana 

selama 5 (lima) bulan penjara, tetapi Hakim memiliki pertimbangan lain 

yaitu memberikan hukuman penjara lima bulan, namun hukuman tersebut 

tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir.  

Hukuman yang diberikan oleh Hakim dirasa sangat ringan dan tidak 

dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak melaksanakan perbuatan 

serupa. Karena pelaku adalah seorang notaris sekaligus dosen sehingga perlu 

adanya hukuman penjara sesuai dengan tuntutan jaksa yakni pidana lima 

bulan penjara.  

Seperti yang diketahui, pelaku tindak pidana ini adalah seorang 

notaris. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 
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dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
4
 

Dalam kode etik notaris, BAB III Pasal 3 ayat (1) dan (2) menjelaskan 

bahwa ‚Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan 

Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik serta 

menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris‛.
5
 

Sedangkan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 9, Notaris dapat dikenai tindakan 

jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan 

atau perbuatan tercela. Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa jenis tindakan yang 

dikenakan Notaris yakni diberhentikan sementara dari jabatannya. 

Pemberhentian sementara dari profesinya dilakukan paling lama 6 (enam) 

bulan. Pemberhentian sementara notaris dilakukan oleh Menteri atas usul 

Majelis Pengawas Pusat. 

Dari hukuman pidana percobaan (bersyarat) di atas maka dapat 

dijelaskan hukuman percobaan (hukuman bersyarat) merupakan sistem 

penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-

syarat tertentu atau kondisi tertentu.
6
 Di dalam pasal 14 a KUHP dimuat 

wewenang hakim untuk memberikan putusan pidana bersyarat dalam hal 

                                                           
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

5
https://www.ini.id/apps/public/file/kode_etik/Perubahan_KEN_hasil_KLB_2015.pdf, dikutip 

pada hari Senin 12 Maret 2018, pukul 12.10 WIB. 
6
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e4d15b78188/adakah-perbedaan-antara-pidana-

bersyarat-dan-pidana-percobaan, dikutip pada hari Senin 12 Maret 2018, pukul 12.00 WIB. 

https://www.ini.id/apps/public/file/kode_etik/Perubahan_KEN_hasil_KLB_2015.pdf
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e4d15b78188/adakah-perbedaan-antara-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e4d15b78188/adakah-perbedaan-antara-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan
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pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari satu tahun penjara, dan dimuat 

syarat umum pula yaitu terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang 

dipidana selama masa percobaan. 

Selain pengertian di atas, pidana percobaan adalah hukuman tetap 

diberikan namun tidak perlu dijalani, dan selama dalam masa percobaan itu 

terpidana tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, 

apabila dalam masa percobaan itu terpidana melawan hukum, hukuman yang 

diterimanya harus dijalani. 

Kasus tindak pidana seperti yang telah dijelaskan di atas dapat terjadi 

dimana saja dan kapan saja. Tindak pidana tersebut kadang terjadi karena 

emosi sudah meningkat dan sulit dikontrol. Maka sebagai pejabat selaku 

Notaris/PPAT dan sebagai dosen seharusnya bisa mengendalikan emosi 

dalam bersikap, karena perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan 

perbuatan yang melanggar hukum.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan sanksi pidana bagi 

barangsiapa yang melanggarnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu sebagai 

berikut. ‚Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan 

Pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan 

dilakukan‛.
7
 

Di dalam KUHP sudah jelas, bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat 

dipidana kecuali adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai perbuatan 

                                                           
7
R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasannya…, 27. 
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yang dilakukan. Melihat kasus mengenai perbuatan yang dilakukan oleh 

notaris yang memaksa dengan mengancam kepada korban menggunakan 

pisau tajam sudah pasti dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan yang melanggar hukum. Dan dapat dikenai sanksi pidana yang 

telah ditetapkan. 

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan 

pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan 

tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan.  

Kasus tindak pidana memaksa dengan memakai ancaman kekerasan 

menggunakan pisau tajam yang dilakukan terdakwa ke pihak korban dengan 

maksud agar korban berhenti berbicara kepadanya dan tidak menganggunya 

merupakan tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana pasal 335 ayat (1). 

Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) 

bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  

tindak pidana ‚Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu‛. Majelis memutuskan bahwa vonis tersebut tidak akan 

dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim 

karena terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 8 (delapan) 
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bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Hakim dalam menjatuhkan 

putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan 

perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang 

dilakukan oleh pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa 

keadilan masyarakat. 

Dalam perspektif hukum pidana Islam hal tersebut termasuk dalam 

pengertian jari>mah yakni jari>mah berasal dari bahasa Arab جرٌوة yang berarti 

perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Seseorang yang melakukan jari>mah 

akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, 

hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melanggar ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan. Hukuman harus mempunyai dasar baik 

dalam Al-Qur’an, Hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai 

kewenangan menetapkan hukuman.
8
 Dasar hukum diantaranya firman Allah 

di dalam Al-Qur’an surat An nisa ayat 58 : 

ْْْ   ْْ ْ  ْ  ْ  ْ  ْ  ْْ ْْ ْ

  ْْْْ ْ ْْْْ ْ ْ ْ ْْ 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

                                                           
8
 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 125.    
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kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.
9
 

Di antara pembagian jari>mah yang paling penting adalah pembagian 

yang ditinjau dari segi hukumannya. Jari>mah ditinjau dari segi hukumannya 

terbagi kepada tiga bagian, yaitu jari>mah h}udud, jari>mah qis}a>s} dan diyat, 

serta  jari>mah ta’zi>r.  

Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan yang merugikan serta 

menggangu ketentraman masyarakat dan hukumannya adalah ta’zi>r. Ta’zi>r 

adalah sanksi yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadis berkaitan 

dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya. Ta’zi>r 

merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, dan wewenang 

untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Hukuman ta’zi>r kadang 

dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi 

jari>mah h}udud dan qis}a>s}. Hukuman ta’zi>r  dikenakan bagi  jari>mah h}udud dan 

qis}a>s} yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku. 

Dari uraian di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan 

penelitian lebih jauh lagi mengenai ‚Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 

Tindak Pidana Memaksa Orang Lain Dengan Memakai Kekerasan Atau 

Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk)‛. 

 

 

                                                           
9
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II, (Jakarta: Widya 

Cahaya, 2011), 195. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa 

masalah pada penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat 

diidentifikasi sebagaimana berikut : 

1. Deskripsi kasus tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

2. Pengertian tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan 

atau ancaman kekerasan menurut KUHP. 

2. Sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 335 ayat (1) 

KUHP.  

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana memaksa 

orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam 

putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk 

4. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. 

5. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya 

ilmiah dengan batasan : 

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana memaksa 

orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam 

putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan 

memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak 

pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan dalam putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memaksa 

orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam 

putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang 

penelitian yang sudah pernah dilakukan dan juga digunakan untuk 

mendapatkan suatu gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan 

melihat penelitian sebelumnya. Masalah tentang tindak pidana memaksa 

orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan ini sebenarnya 

belum dibahas sama sekali di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi 

diluar hal itu ada yang pernah membahas dengan tinjauan yang berbeda, 

diantaranya: 

1. Analisis Fikih Jinayah tentang tindak pidana perbuatan tidak 

menyenangkan dalam mendidik murid (studi putusan pengadilan negeri 

Mojokerto No: 90/Pid.B/2013/PN.MKT). Dalam karyanya yang ditulis 

memuat tentang analisis Fikih Jinayah tentang tindak pidana perbuatan 

tidak menyenangkan dalam mendidik murid, penerapan asas lex specialis 

lex generalis.
10

 

2. Tinjauan yuridis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi (Studi kasus putusan No.24/Pid.sus/2012/PN.PL), Tahun 

2015, yang ditulis Helvi Handayani jurusan Hukum, Universitas 

Hasanudin Makassar. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang 

tinjauan yuridis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tipikor.
11

 

                                                           
10

Nikmatun Hasanah, ‚Analisis Fikih Jinayah tentang tindak pidana perbuatan tidak 
menyenangkan dalam mendidik murid (studi putusan pengadilan negeri Mojokerto No: 
90/Pid.B/2013/PN.MKT)‛, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
11

Helvi Handayani, ‚Tinjauan yuridis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi (Studi kasus putusan No.24/Pid.sus/2012/PN.PL)‛, (Skripsi—UNHAS,2015). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 
 

 
 

3. Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 

135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No. 476/Pid.sus/2013/PN.Sleman), Tahun 

2014,yang ditulis Sumantri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang penjatuhan pidana 

bersyarat dari kedua putusan tersebut.
12

 

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas 

sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi 

perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah bahwa penulis 

menitikberatkan pada sanksi tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditinjau dengan hukum 

pidana Islam. 

Dengan demikian pembahasan tentang ‚Analisis Hukum Pidana Islam 

Terhadap Tindak Pidana Memaksa Orang Lain dengan Memakai Kekerasan 

Atau Ancaman Kekerasan (Studi putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk)‛ 

tidak ditemukan atau belum dikaji. Oleh karena itu penulis berusaha 

mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literatur yang 

menunjang penelitian ini. 

 

 

                                                           
12

Sumantri, ‚Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Sleman (Studi Putusan No. 135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No. 476/Pid.sus/2013/PN.Sleman)‛, 
(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak 

pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan 

dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya 

dalam dua aspek yaitu : 

1. Aspek keilmuan (teoritis) : Dapat dijadikan sebagai sumbangan penyuluhan 

hukum yang baik dan dijadikan bahan kajian Mahasiswa dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukuman bagi pelaku tindak 

pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan.  
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2. Aspek terapan (praktis) : Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan penyumbangan pemikiran dan penyuluhan bagi Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat. 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman 

terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa 

istilah 

sebagai berikut : 

1. Hukum Pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ 

yang diancam oleh Allah dengan hukuman had, qis}a>s} atau ta’zi>r yang 

bersumber dari dalil (nas), baik dari Al-Qur’an maupun Hadis ataupun 

sumber-sumber yang lain.
13

 Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menganalisis tentang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah 

perbuatan yang dilarang (jari>mah) dan hukumannya yakni hukum ta’zi>r. 

2. Tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau 

ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk adalah 

tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk yakni tindak pidana dengan memaksa orang lain 

yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan supaya melakukan 

                                                           
13

 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh JInayah, (Surabaya: Pustaka 

Idea, 2015),  2. 
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atau tidak melakukan sesuatu. Kekerasan atau ancaman kekerasan 

merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana cukup satu unsur 

tersebut terpenuhi, maka telah terbukti. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Agar dalam penyusunan skripsi ini 

mencapai hasil yang maksimal, metode penulisannya yaitu : 

1. Jenis penelitian 

 Penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library 

research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan 

dengan pokok bahasan mengenai analisis hukum pidana islam terhadap 

tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau 

ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

2. Data yang dikumpulkan 

 Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak 

pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan dalam putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk adalah: 

a. Dasar hukum tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 
 

 
 

b. Sanksi pidana menurut pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

c. Pertimbangan hukum hakim. 

d. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 

3. Sumber data  

  Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan 

skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu : 

a. Sumber primer  

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini 

adalah Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

b. Sumber Sekunder  

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak 

langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. 

Data yang dimaksud antara lain : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh R.Soesilo 

2) Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, oleh Andi Hamzah . 

3) Djazuli. Fiqh Jinayah. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1997.  

4) Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal. Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas 

Hukum Pidana Islam). (Bandung: Pustaka Bani Quraisy),  2004.  

5) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika), 

2005. 

6)  Hukum Pidana Islam oleh A. Djazuli. 
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7) Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. 

(Bandung : PT Refika Aditama), 2011.  

8)  Epistemologi Hukum Pidana Islam, oleh H. Sahid HM. 

10) At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy, oleh Abdul Qadir Audah. 

4. Teknik pengumpulan data  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka dipergunakan teknik sebagai berikut : 

a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak  

langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, 

atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis. 

Dokumen ini yang diteliti adalah direktori putusan Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk tentang tindak pidana 

memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan. 

b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber dari 

buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan 

dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat 

hal yang berhubungan dengan penelitian. 

5. Teknik pengolahan data 

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian 

diolah, berikut tahapan-tahapannya: 

a. Editing : Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, 
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tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana memaksa 

orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam 

putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

b. Organizing : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum 

pidana Islam terhadap tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

c. Analizing : Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam 

mengenai tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

6. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan secara 

sistematis mengenai dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk secara keseluruhan yang kemudian  dianalisa 

dengan hukum pidana Islam. 

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode yang membahas persoalan yang 

dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum yang berupa 

dalil (yakni yang berkaitan dengan tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan) kemudian 

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian ini. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulis penelitian dibagi ke 

dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab 

sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti, yakni sebagai berikut : 

Bab pertama : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum 

tentang langkah-langkah penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yang 

meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, 

Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab kedua : Landasan teori, memuat tentang Tindak Pidana Memaksa 

Orang Lain dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Menurut 

Hukum Pidana Islam yang diuraikan menjadi : Tindak pidana memaksa orang 

lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut hukum positif dan 

Tindak pidana memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

menurut hukum pidana Islam yakni; jari>mah ta’zi>r meliputi pengertian 

jari>mah, pengertian jari>mah ta’zi>r, macam-macam jari>mah ta’zi>r, dan 

hukuman jari>mah ta’zi>r. 

Bab ketiga : Memuat tentang penyajian data dari putusan Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. Bab ini akan 

memaparkan deskripsi kasus tindak pidana memaksa orang lain dengan 

memakai ancaman kekerasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh 

hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 
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Bab keempat : Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau 

ancaman kekerasan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk dan Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak 

pidana memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan pada putusan 

Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. 

Bab kelima : merupakan bab terakhir yang menjadi penutup yang 

terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tindak Pidana Memaksa Orang Lain Dengan Memakai Kekerasan atau 

Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Positif 

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit. 

Menurut pendapat ahli yakni Simons merumuskan ‚strafbaar feit‛ sebagai 

suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di 

pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan menurut 

Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan 

tersebut.
14

 

Dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan 

bahwa :
15

 

1. Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-

banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. 

 

ke-1 : barangsiapa dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya 

melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan 

memakai kekerasan, suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang 

                                                           
14

 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar…, 98. 
15

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…, 238. 
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tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan 

ancaman perbuatan tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu, baik 

terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. 

Ke-2 : barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan 

atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu. 

 

2. Dalam hal yang diterangkan pada ke-2 di atas, maka kejahatan itu hanya 

dituntut atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu. 

 

 Menurut ketentuan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tersebut di atas, merupakan pengaturan mengenai sanksi tindak 

pidana paksaan pada umumnya dan nampak jelas bahwa suatu tindak pidana 

paksaan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana berupa 

pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). 

Pasal 335 KUHP ini termasuk dalam Kejahatan Terhadap 

Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam BAB XVIII KUHP. Dalam 

penerapan pasal 335 KUHP, unsur paksaan sebagai unsur utama dalam 

rangkaian perbuatan tidak menyenangkan.Memaksa orang lain sebagai suatu 

hal yang harus dibuktikan dalam Pasal 335 KUHP. Memaksa ialah menyuruh 

orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan 

sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
16

 

Dalam rumusan pasal 335 KUHP tidak menyebutkan adanya unsur 

‚sengaja‛. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku juga tidak harus mengetahui 

                                                           
16

Ibid, 238. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
 

 
 

bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Seperti 

pendapat yang dikemukanan Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa : 

‚Kini tampak tidak disebutkan unsur kesengajaan, terutama yang 

meliputi unsur melanggar hukum.Maka, tidaklah perlu dalam tindak 

pidana memaksa ini, si pelaku tahu bahwa perbuatannya melanggar. Jadi, 

meskipun si pelaku mengira bahwa ia tidak melanggar hukum, tetapi 

ternyata ia melanggar hukum. Maka ia tentu dikenai hukuman, kecuali 

apabila dapat dikatakan bahwa padanya sama sekali tidak ada unsur 

kesalahan sedikitpun.‛
17

 

Sedangkan menurut pendapat dari Wirjono Projodikoro ini juga 

sama dengan pendapat M. Sudrajat Bassar yang menyatakan bahwa : 

‚Dalam pasal ini tidak ada disebutkan unsur kesengajaan terutama 

yang meliputi unsur melawan hukum.Jadi, dalam pidana memaksa ini 

tidaklah perlu si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya melanggar 

hukum.Dengan demikian, walaupun si pelaku mengira bahwa ia tidak 

melanggar hukum, akan tetapi ia melanggar hukum, dan toh ia dikenakan 

hukuman, terkecuali apabila dapat dikatakan bahwa padanya sama sekali 

tidak ada unsur kesalahan sedikitpun.‛
18

 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013, frasa 

‚sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan‛ 

dihapus karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perubahan 

dalam pasal 335 KUHP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945 khususnya 

                                                           
17

 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2010), 88. 
18

Bassar M S, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

Remadja Kaya, Bandung, 1984,  118.  
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pasal 28 D sehingga penyidik dan penuntut umum sebagai penegak hukum 

bisa lebih objektif dalam menerapkan pasal 335 KUHP tersebut.
19

 

Bagian inti delik pada ayat (1) ke-1 yakni sebagai berikut. 

1) Melawan hukum. 

2) Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau 

membiarkan sesuatu. 

3) Dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan atau perbuatan 

lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu 

maupun terhadap orang lain. 

Sedangkan bagian inti delik pada ayat (1) ke-2 yaitu sebagai berikut.
20

 

1) Memaksa orang lain 

2) Supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu 

3) Dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. 

 

B. Tindak Pidana Memaksa Orang Lain Dengan Memakai Kekerasan atau 

Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam 

 

1. Pengertian Jari>mah 

Menurut bahasa, jari>mah adalah melakukan perbuatan-perbuatan 

atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena 

                                                           
19

Dimas Indra Swadana, ‚Jurnal Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) 

Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tindak Pidana Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan Putusan Nomor :1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Tidak 
Menyenangkan‛, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), 13. 
20

Andi Hamzah,  Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 39. 
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bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). 

Jari>mah dalam pengertian umum, disamakan dengan dosa dan kesalahan, 

karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap 

perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan 

hukuman duniawi maupun ukhrawi.
21

 

Al Mawardi dalam memberikan definisi jari>mah menurut istilah, 

sebagai berikut.
22

 

راَءِمُُ هَاُتَ عَالَُُزَجَراَللُُُشَرجعِيَّةُ ُمََجضُوجراَتُ ُالْجَ تَ عجزيِجرُوجُأَُُبَِدُ ُعَن ج  

‚Jari>mah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang 

diancam dengan hukuman had atau ta’zi>r.‛  

 

  Suatu perbuatan dianggap jari>mah apabila dapat merugikan 

kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau 

merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau 

perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang 

harus dihormati dan dipelihara.
23

 

  Di samping itu, suatu perbuatan dianggap jari>mah apabila 

terpenuhinya dua unsur, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur 

umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jari>mah, 

terdiri dari unsur formal (adanya undang-undang atau nas), unsur material 

(sifat melawan hukum), dan unsur moral (pelakunya mukallaf). 

Sedangkan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa 

                                                           
21

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 9. 
22

Ibid. 
23

Ahmad Hanafi,  Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 2. 
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pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda antara unsur pada setiap jari>mah 

yang satu dengan jari>mah yang lainnya, misalnya mengambil harta orang 

yang lain yang hanya ada pada jari>mah pencurian.
24

 

2. Pengertian Jari>mah Ta’zi>r dan Dasar Hukumnya 

Secara etimologis, ta’zi>r  bermakna menolak dan mencegah karena 

ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan-

perbuatannya. Ta’zi>r juga diartikan mendidik, karena ta’zi>r  dimaksudkan 

untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan 

jari>mahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.
25

 Selain itu, 

ta’zi>r bermakna penghormatan, menguatkan, memuliakan dan 

membantu.
26

 Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

surah Al-Fath ayat 9 yakni sebagai berikut.
27

 

 ْ ْ ْْ ْ ْْ ْْْْ

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih 

kepada-Nya di waktu pagi dan petang. 

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta’zi>r  menurut syara’ adalah 

hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak 

                                                           
24

Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Sleman: Logung Pustaka, 2004),  9-11. 
25

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248. 
26

Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmidi, dkk,Fikih Muyassar, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 602. 
27

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 3…, 359. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 

 
 

dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Selain itu, Al-Mawardi 

memberikan definisi ta’zi>r  menurut istilah, sebagai berikut.
28

 

ُعَلىَُذُنُ وجبٍُوَُالَُ رعَجُفِيجهاَُات َّعجزيِ جرُُتأَدِيجب  تُشج دُوجدُُلجُُلَجَُ  

Ta’zi>r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 

dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. 
 
Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa 

ta’zi>r adalah suatu istilah untuk hukuman atas jari>mah-jari>mah yang 

hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Jari>mah-jari>mah yang belum 

ditetapkan oleh syara’ dinamakan dengan jari>mah ta’zi>r. Istilah ta’zi>r bisa 

digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jari>mah (tindak pidana). 

Jadi, dapat dipahami bahwa jari>mah ta’zi>r terdiri atas perbuatan-

perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula 

kifarat. Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan 

yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).
29

 

Menurut penjelasan dalam kamus Al-Mu’jam Al-Wasith, 

mendefinisikan ta’zi>r sebagai pengajaran yang tidak sampai pada 

ketentuan had syar’i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci 

maki (pihak lain), tetapi bukan tuduhan zina. Berbeda dengan qis}a>s} dan 

h}udud, bentuk sanksi ta’zi>r tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-

Qur’an dan Hadis. Untuk menentukan jenis ukurannya menjadi wewenang 

hakim atau penguasa. Dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi 

                                                           
28

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 249. 
29

Ibid. 
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ta’zi>r tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, karena 

menyangkut kemaslahatan umum.
30

 

Ta’zi>r berlaku atas semua orang atau setiap muslim yang sehat 

akalnya, apabila melakukan kejahatan yang menganggu pihak lain dengan 

alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun 

isyarat, baik pelakunya laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun 

anak-anak, dihukum sanksi ta’zi>r sebagai pendidikan baginya dan agar 

tidak mengulangi perbuatannya. 

Dasar hukum disyariatkannya ta’zi>r dalam Hadis Nabi SAW yang 

diriwayatkan oleh Abi Burdah, yang menjelaskan tentang batas hukuman 

ta’zi>r yang tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan, untuk membedakan 

dengan jari>mah h}udud, yakni sebagai berikut.
31

 

ٍ هِْْاللهُْْصَل ىْاللهْرَسُولَْْأىَْ ْدَةَ،ْبرُْ ْآبًِْعَيْ  لُْْىَْْكَاْوَسَل نَْْعَلَ لدَُْْلٌََْْقوُ  قٌَْْجُ  ْفوَ 

رَةَْ وَاطْ ْأَْْعَش  ْْْس  دِْْهيْ ْحَدْ ْفىِْإلِ  ِْْحُدُو  (علٍهْهتفك)ْتعََالىَْْالله   

            Dari Abi Burdah Al-Anshori ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah 

saw. bersabda: ‚Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali 

di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Aisyah. 

Terdapat beberapa ciri-ciri pada jari>mah ta’zi>r adalah sebagai 

berikut:
32

 

a. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada ijma’. 

                                                           
30

M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 93. 
31

 Muhammad Nashiruddin AL Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Penerjemah Ahmad Taufik    

Abdurrahman dan Sofia Tidjani), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 145. 
32

 Asadulloh Al Faruq, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2009), 85. 
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b. Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain h}udud 

dan qis}a>s}. 

c. Pada umumnya ta’zi>r  terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan 

ukuran sanksinya oleh syara’, meskipun jenis sanksinya telah tersedia. 

d. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim). 

e. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Hakim dalam memberikan beberapa macam sanksi ta’zi>r kepada 

pelaku jari>mah berdasarkan pertimbangannya, karena jenis hukumannya 

banyak. Oleh karena itu, dalam jari>mah ini dikenal istilah hukuman 

tertinggi dan terendah, yang tidak dikenal dalam jari>mah h}udud dan qis}a>s} 

diyat.33
 

Hakim dalam menentukan hukuman terhadap suatu jari>mah ta’zi>r, 

mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang 

mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 

hukuman tersebut serta tidak boleh bertentangan dengan nas serta prinsip 

umum yang berlaku dalam syariat Islam.
34

 

3. Tujuan dan Syarat-Syarat Ta’zi>r 

Dalam penjatuhan hukuman, hukuman ta’zi>r terkadang sebagai 

hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jari>mah h}udud 

                                                           
33

 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2013), 595. 
34

 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 807. 
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atau qis}a>s} dan diyat apabila dianggap perlu dijatuhkan dalam sidang 

pengadilan. Di samping itu, hukuman ta’zi>r dapat pula dikenakan bagi 

jari>mah h}udud atau qis}a>s} dan diyat karena adanya syubhat dari dalam diri 

pelaku, korban atau tempat. Jadi, dalam hal ini sanksi ta’zi>r menempati 

hukuman pengganti h}udud atau qis}a>s} diyat.35
 

Beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta’zi>r, yakni sebagai 

berikut. 

a. Preventif (mencegah orang lain agar tidak melakukan jari>mah). 

b. Represif (membuat pelaku jera sehingga tidak mengulanginya). 

c. Kuratif (membawa perbaikan sikap bagi pelaku). 

d. Edukatif (memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga 

diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku). 

4. Prinsip-prinsip Penjatuhan Hukuman Ta’zi>r 

Prinsip penjatuhan hukuman ta’zi>r menjadi wewenang penuh ulil 

amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, 

ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau 

kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. 

Kemaslahatan umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, apabila suatu saat 

kepentingan tersebut tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, 

peraturannya harus diganti. Jadi, itu berarti sesuatu yang dianggap 
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Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 143. 
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jari>mah pada suatu waktu atau tempat, dianggap bukan jari>mah pada 

waktu yang lain atau tempat yang lain, jika kriteria kemaslahatan atau 

kepentingannya sudah tidak tampak lagi.
36

 Selain itu, penguasa atau 

hakim akan memutuskan apakah sebuah perbuatan harus dipandang 

sebagai ta’zīr dan kewenangan pemerintah dalam penerapannya  jari>mah 

dan karenanya harus dihukum, dan apa bentuk hukuman yang diterapkan 

kepadanya.
37

 

5. Macam-Macam Jari>mah Ta’zi>r 

Dari segi hak yang dilanggar, jari>mah ta’zi>r dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu :
38

 

a. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah.  

Yang dimaksud dengan jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak 

Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan 

kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, 

penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan. 

b. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak individu.  

Yang dimaksud dengan jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak 

individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 

kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran 

nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan. 

                                                           
36

Ibid, 142. 
37

Ahmad Tholabi Kharlie, ‚Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah‛, Volume 17, Number 1, 2017, (Jakarta: 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), 18. 
38

M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam…, 94. 
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Jari>mah ta’zi>r ditinjau dari segi sifatnya, dapat dibagi kepada tiga 

bagian, sebagai berikut. 

a. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan maksiat. 

b. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 

umum. 

c. Ta’zi>r  karena melakukan pelanggaran. 

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), 

ta’zi>r  juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.
39

 

a. Jari>mah ta’zi>r yang berasal dari jari>mah-jari>mah h}udud atau qis}a>s} dan 

diyat, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, 

seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga 

sendiri. 

b. Jari>mah ta’zi>r yang jenisnya disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadis, 

tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti penghinaan, saksi palsu 

dan tidak melaksanakan amanah. 

c. Jari>mah ta’zi>r yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan 

oleh syara’. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri 

untuk kemaslahatan umum, seperti pelanggaran lalu lintas. 

Abdul Aziz Amir membagi jari>mah ta’zi>r secara rinci kepada 

beberapa bagian, yaitu :
40

 

a. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan pembunuhan 
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A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),  13-14. 
40

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 255. 
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Pembunuhan diancam dengan hukuman mati dan apabila hukuman 

mati (qis}a>s}) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diyat. 

Hakim berhak menjatuhkan hukuman ta’zi>r apabila diyat dimaafkan 

dan hal itu dipandang lebih maslahat. 

b. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan pelukaan 

Menurut Imam Malik, hukuman ta’zi>r dapat digabungkan dengan 

qis}a>s} dalam jari>mah pelukaan, dan ta’zi>r juga dapat dikenakan 

terhadap jari>mah pelukaan apabila qis}a>s}nya dimaafkan atau tidak bisa 

dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara’. Selain 

itu, menurut mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali, ta’zi>r juga dapat 

dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jari>mah pelukaan dengan 

berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman qis}as. 

c. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan 

dan kerusakan akhlak 

Yang dimaksud jari>mah ta’zi>r ini adalah jari>mah ta’zi>r berkaitan 

dengan jari>mah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Kasus perzinaan 

yang diancam dengan ta’zi>r adalah perzinaan yang tidak memenuhi 

syarat atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau 

objeknya. Penuduhan zina yang dikategorikan ta’zi>r adalah apabila 

orang yang dituduh bukan orang muhshan. Tuduhan berupa sindiran 

termasuk kepada ta’zi>r bukan h}udud. Selain itu, tuduhan-tuduhan 

selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya 
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kepada ta’zi>r, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan 

sebagainnya. 

d. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan harta 

Yang dimaksud jari>mah yang berkaitan dengan harta adalah 

jari>mah pencurian dan perampokan, apabila syarat untuk 

dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi, maka pelaku dikenakan 

hukuman hukuman ta’zi>r. Jari>mah yang termasuk jenis ini seperti 

percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai 

batas nisbah, perjudian dan pencurian oleh keluarga terdekat. 

e. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu 

Jari>mah ta’zi>r yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain 

seperti saksi palsu, pembohong (tidak memberikan keterangan yang 

benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak 

orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa ijin).
41

 

f. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan keamanan umum 

Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan keamanan umum terdiri 

atas beberapa bagian, sebagai berikut. 

1) Jari>mah yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintah, 

seperti spionase dan percobaan kudeta. 

2) Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai 

dalam menjalankan kewajiban. 
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 A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, 180-183. 
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3) Pelayanan yang buruk dari aparatur dari pemerintah terhadap 

masyarakat. 

4) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap 

peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap 

pengadilan, dan menganiaya polisi. 

5) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat). 

6) Pemalsuan tanda tangan dan stempel. 

7) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan 

bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan 

menaikkan harga dengan semena-mena. 

6. Macam-Macam Hukuman Ta’zi>r 

.Hukuman ta’zi>r sangat beragam, mulai dari yang paling ringan 

hingga yang terberat. Macam-macam hukuman ta’zi>r dikelompokkan 

kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut. 

a. Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan badan 

Dalam hukuman ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati 

dan hukuman jilid (dera), sebagai berikut. 

1) Hukuman Mati  

Menurut Mazhab Hanafi, membolehkan sanksi ta’zi>r dengan 

hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-

ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 

Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi 
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beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah 

masuk Islam. 

Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan sebagian ulama 

Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r 

tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang 

melakukan kerusakan di muka bumi. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati 

sebagai sanksi ta’zi>r tertinggi untuk jari>mah ta’zi>r, dan hanya 

dilaksanakan dalam jari>mah-jari>mah yang sangat berat dan 

berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

a) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman 

sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya; dan 

b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat 

serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka 

bumi.
42

 

2) Hukuman Jilid (dera) 

Hukuman cambuk ini sangwat efektif dalam memberikan efek 

jera bagi pelaku jari>mah ta’zi>r. Dalam jari>mah ta’zi>r, penguasa 

atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah 

cambukan disesuaikan dengan bentuk jari>mah, kondisi pelaku, dan 

efek bagi masyarakat. Hukuman  cambuk bersifat pribadi sehingga 
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M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam…, 97. 
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tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Al-Quran surah al-An’am ayat 164.
43

 

 ُ   ُ ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ   ُُ

ُ  ُ  ُ  ُ ُُ ُ  ُ  ُ  ُ   ُ ُ ُُ

   ُُُ 

Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia 

adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang 

membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali 

kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak 

akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada 

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya 

kepadamu apa yang kamu perselisihkan. 

 

Mengenai jumlah cambukan maksimal ditentukan dari 

kasusnya, misalnya percobaan zina ghairu muhshan yakni 

hukumannya kurang dari seratus kali cambukan. Adapun sifat dari 

hukuman cambuk dalam jari>mah ta’zi>r adalah untuk memberikan 

pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat dan membahayakan 

organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai 

membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi 

pelajaran dan pendidikan kepadanya. Hukuman cambuk tidak 

boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan, biasanya 

diarahkan ke punggung. Dan menurut Ibnu Taimiyyah, bahwa 
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Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 3 …, 284. 
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untuk mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang 

dan sebaik-baiknya adalah pertengahan.
44

 

b. Hukuman ta’zi>r  yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

Dalam sanksi ini dibagi menjadi dua jenis hukuman, yaitu 

hukuman penjara dan pengasingan, sebagai berikut. 

1) Hukuman penjara 

Hukuman penjara menurut bahasa arab berarti al-habsu 

(menahan) dan al-sijnu, artinya  menahan seseorang untuk tidak 

melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid 

ataupun tempat lain. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman 

pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan dalam jari>mah 

ta’zi>r, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk 

tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam 

syari’at Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas 

dan hukuman penjara tidak terbatas.
45

 

(1) Hukuman penjara terbatas 

Yang dimaksud dengan hukuman penjara terbatas adalah 

hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. 

Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha mengenai batas 

maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi’iyah, 

batas maksimumnya adalah satu tahun. Sementara itu, 

mengenai batas minimumnya juga tidak ada kesepakatan di 
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Ibid, 98. 
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A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, 200. 
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kalangan ulama. Menurut Ibnu Qudamah, diserahkan kepada 

hakim atau penguasa. Sedangkan menurut Imam Al-Mawardi, 

batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. 

(2) Hukuman penjara tidak terbatas 

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya yakni 

berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal 

atau bertobat. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya 

berupa hukuman penjara seumur hidup, bisa juga dibatasi 

sampai terhukum bertobat. Yang dimaksud hukuman penjara 

seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-

kejahatan berbahaya, sedangkan hukuman penjara yang 

dibatasi sampai terhukum bertobat hampir sama dengan 

Lembaga Permasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi 

bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah 

bertobat. Ulama bahkan mengharuskan adanya pengobatan 

apabila terhukum sakit dan mneganjurkan untuk melatih 

mereka dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena 

membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat 

mereka.
46

 

2) Hukuman pengasingan 

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman had, 

namun hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta’zi>r. 
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Ibid, 204. 
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Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jari>mah yang 

dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain 

sehingga pelakunya harus diasingkan atau dibuang untuk 

menghindari pengaruh tersebut. 

Mengenai tempat pengasingan, menurut Imam Malik, 

pengasingan artinya membuang pelaku dari negeri Islam ke negeri 

bukan Islam. Menurut Umar bin Abdul Azis, pengasingan berarti 

dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Sedangkan menurut 

Imam Abu Hanifah, pengasingan itu artinya dipenjarakan. Di 

samping itu, mengenai lamanya pembuangan, menurut Imam Abu 

Hanifah adalah satu tahun, sedangkan menurut Syafi’iyah dan 

Hanabilah tidak boleh lebih dari satu tahun.
47

 

c. Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta 

Yang dimaksud dengan hukuman ta’zi>r dengan mengambil harta 

bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas 

negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. 

Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, hukuman ta’zi>r  ini dibagi 

menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap 

harta, sebagai berikut. 

(1) Menghancurkannya (Al-Ithlaf ), yakni penghancuran harta berlaku 

untuk benda-benda yang bersifat mungkar.  

                                                           
47

 Ibid, 205-206. 
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(2) Mengubahnya (Al-Taghyir), contohnya hukuman ta’zi>r berupa 

mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang 

disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga 

mirip pohon atau vas bunga.  

(3) Memilikinya (Al-Tamlik), yakni disebutjuga  dengan hukuman 

denda, berupa pemilikan harta pelaku, seperti keputusan 

Rasulullah melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri 

buah-buahan di samping hukuman cambuk.
48

 

Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang 

menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik 

orang lain dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, 

yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya yakni denda 

yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan 

hak Allah. Dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya 

adalah denda yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim yang 

disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. 

Selain denda, hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta adalah 

penyitaan atau perampasan.
49

 

d. Hukuman Ta’zi>r  yang Lain 

Selain hukuman-hukuman ta’zi>r yang telah disebutkan di atas, ada 

beberapa bentuk sanksi ta’zi>r  lainnya, yaitu sebagai berikut. 

1) Peringatan  

                                                           
48

M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam…, 108. 
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Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)…, 169. 
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Peringatan merupakan hukuman dalam Islam. Dalam hal 

ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan 

perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak 

berbuat serupa di kemudian hari. Peringatan keras dapat dilakukan 

di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan 

hakim yang menyampaikannya kepada pelaku.
50

 

2) Hukuman Ancaman 

Hukuman ancaman (tahdid) antara lain dengan ancaman 

apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, 

dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman 

ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat 

mencegah, memperbaiki, serta mengajari si terpidana. Dalam 

hukum konvensional, memandang bahwa hakim menjatuhkan 

hukuman ancaman ini dan menunda pelaksanaannya sampai waktu 

teretntu. Apabila terpidana kembali mengulangi perbuatannya, 

hakim dapat melaksanakan hukuman yang tertunda tersebut.
51

 

3) Nasihat 

Nasihat yaitu seorang hakim menasihati pelaku dosa 

dengan memperingatkannya pada azab Allah ta’ala. Hukuman ini 

diterapkan kepada pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, 

bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Disamping 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Akhsin Sakho Muhammad, dkk), Jilid 
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itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai 

pengajaran bagi pelaku semacam itu.
52

 

4) Celaan 

Pencelaan yaitu mencela pelaku dengan kata-kata, di mana 

dengan kata-kata itu diharapkan pelaku segera menyesal karena 

telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Rasulullah 

SAW pernah memberikan hukuman ta’zi>r berupa celaan (taubikh), 

kepada Abu Dzar yang memaki-maki orang lain kemudian 

menghinakannya dengan menyebut-nyebut ibunya. Rasulullah lalu 

bersabda, ‚Wahai Abu Dzar, apakah engkau telah menghina dia 

dengan ibunya? Sesungguhnya, engkau adalah orang yang masih 

terdapat sifat jahiliyah dalam dirimu!‛.
53

 

5) Pengucilan 

Sanksi pengucilan ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan 

ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkan bagi wanita yang 

nusyuz terhadap suaminya seperti yang diterangkan dalam surat 

An-Nisa ayat 34, Al-Qur’an memerintahkan kepada laki-laki 

untuk menasihatinya, jika tidak berhasil, maka wanita tersebut 

diisolasi dalam kamarnya sampai ia menunjukkan tanda-tanda 

perbaikan. Hukuman ta’zi>r berupa pengucilan ini diberlakukan 
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apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi 

masyarakat tertentu.
54

 

6) Pemecatan 

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari 

pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan 

yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan 

itu. Hukuman ta’zi>r berupa pemberhentian dari pekerjaan atau 

jabatan ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan jari>mah, 

baik berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun 

dengan hal-hal lainnya. Sebagai contoh pegawai yang menerima 

suap dan melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat.
55

 

7) Hukuman penyiaran nama pelaku (tasyhir), seperti diberitakan di 

media cetak dan elektronik. 

Yang dimaksud dengan tasyhir adalah mengumumkan 

tindak pidana pelaku kepada publik. Hukuman tasyhir dijatuhkan 

atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti 

kesaksian palsu dan penipuan. 

Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan 

dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, 

seperti pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pada 

masa sekarang, hukuman ini dapat dilakukan dengan cara 
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mengumumkannya di surat kabar atau menempelkan pengumuman 

tersebut di tempat-tempat umum. 
56
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR  

262/Pid.B/2015/PN.Tjk TENTANG TINDAK PIDANA MEMAKSA ORANG 

LAIN DENGAN MEMAKAI KEKERASAN ATAU ANCAMAN 

KEKERASAN 

 

A. Identitas Terdakwa 

 Kasus tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau 

ancaman kekerasan yang di putus pada tingkat pertama oleh Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang dengan terdakwa bernama Helmi, SH.MH. Bin 

Muhammad Nur, Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, Terdakwa lahir pada 

tanggal 16 Agustus 1965 di Palembang, Terdakwa berasal dari 

kewarganegaraan Indonesia, Terdakwa bertempat tinggal Perum Griya Imam 

Bonjol Blok F No. 3 Kelurahan Langkapura Kota Bandar Lampung, saat ini 

beliau berusia 49 tahun, beragama Islam dan bekerja sebagai Notaris.
57

 

 

B. Deskripsi Kasus 

Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB, 

saksi Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi Teruna dan istri saksi Zulfa 

Desiani Binti Zulherman sedang makan di warung nasi uduk mat kribo di 

Jalan Kartini Kecamatan Tanjung Karang pusat Bandar Lampung, tak lama 

kemudian datang terdakwa bersama dengan anak dan istrinya yaitu saksi Hj 
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Lina Ranti, SH M. KN Binti Kamarjalis dan makan di warung tersebut. Saat 

terdakwa hendak membayar makanannya kepada pemilik warung, saksi 

Andrie datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa berbicara 

sambil memegang tangan kiri terdakwa namun terdakwa menolak untuk 

berbicara dan mengatakan tidak kenal dengan saksi Andrie Satriansyah,ST 

MM Bin HI Adi Teruna. Saksi Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi 

Teruna kesal dan berkata ‚ kamu tidak kenal dengan saya, pengecut kamu, 

jangan berani sama atasan saya ya, hadapi saya sendiri‚ , terdakwa menjawab 

‚saya tidak kenal dengan kamu‚ sambil menepis tangan saksi Andrie. Saksi 

Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi Teruna menjawab ‚benar kamu tidak 

kenal sama saya, kamu takut ya sama saya‚ lalu terdakwa marah dan 

langsung mengambil sebilah pisau yang berada di etalase warung nasi uduk 

mat kribo dan mengacung-acungkan ke arah tubuh saksi Andrie sebanyak 1 

(satu) kali dengan mengatakan ‚ai kau ini‚ (dengan maksud menyuruh saksi 

Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi Teruna untuk diam) namun saksi 

Andrie masih saja terus berbicara dan terdakwa emosi dan mengatakan ‚ku 

bunuh kau‚, pada saat itu  saksi Selamat Riyadi Bin Buang Asman langsung 

menahan dan merangkul tubuh terdakwa untuk mencegah agar tidak terjadi 

perkelahian. Saksi Selamat Riyadi Bin Buang Asman meminta terdakwa 

untuk meletakkan pisau tersebut, namun saksi Andrie masih saja terus 

melontarkan kata-kata yang sifatnya membangkitkan amarah terdakwa, 

sehingga terdakwa dengan posisi masih dihalangi oleh saksi Selamat Riyadi 

kembali mengacungkan pisau ke arah tubuh saksi Andrie dan mengatakan 
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‚sini kau, kita ribut diluar aja‚, namun saksi Andrie berdiri diam saja. Lalu 

saksi Rudi Saputra Bin Selamet Riyadi anak pemilik rumah makan Mat Kribo 

meminta terdakwa untuk keluar dan terdakwa pun pergi meninggalkan 

warung nasi uduk sambil mengajak saksi Andrie untuk ribut diluar namun 

tidak ditanggapi oleh saksi Andrie Satriansyah,ST MM Bin H Adi Teruna. 

Dari uraian kronologi di atas, Penuntut Umum mengajukan tuntutan 

pidana pada pokoknya sebagai berikut:
58

 

1. Menyatakan terdakwa Helmi,SH, MH Bin Muhammad Nur, bersalah 

melakukan perbuatan ‚secara melawan hukum memaksa orang lain 

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan 

memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun 

orang lain‚ melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam 

Dakwaan Penuntut Umum . 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 5 

(lima) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan rumah yang 

dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahanan di 

rumah tahanan negara. 

3. Barang bukti : 

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna 

kuning Dirampas untuk dimusnahkan 

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2.000,- (dua ribu rupiah).  
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Ibid. 
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Dalam membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah 

menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk di dengar kesaksiannya 

(keterangan), dimana masing-masing saksi-saksi memberikan keterangan 

dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
59

 

1. Saksi Andrie Satriansyah, ST,MM: Bahwa saksi kenal dengan 

terdakwa karena terdakwa pernah menjual rumah kepada orang tua 

saksi, dan pada tahun 2010, saat saksi bekerja di PLN, terdakwa 

pernah meminta bantuan kepada saksi untuk tambah daya listrik dan 

saksi bantu untuk setor ke PLN uangnya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima 

juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah saksi bantu daftarkan ke PLN 

ternyata PLN tidak bisa karena over load namun terdakwa tidak sabar 

dan melaporkan saksi kekantor saksi sehingga dipanggil oleh 

pimpinan saksi. Pada tanggal 3 Mei 2010, uang tersebut dikembalikan 

lewat istri terdakwa, sejak itu saksi tidak pernah bertemu dan bertemu 

kembali pada tahun 2013. Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 

sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah makan nasi uduk Mat 

Kribo Jalan Kartini Bandar Lampung saksi diancam terdakwa dengan 

menggunakan pisau, awalnya saksi dan istri saksi Zulfa makan di 

warung nasi uduk Mat Kribo, dan saksi melihat terdakwa masuk 

bersama istri dan anaknya dan makan. Saat terdakwa hendak 

membayar makan, saksi menghampiri terdakwa dan menyapanya 

maksudnya mau say hello, namun terdakwa berkata ‚saya tidak kenal 

                                                           
59

Ibid, 4. 
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sama kamu‚ lalu saksi jawab ‚benar kamu gak kenal sama saya‚, 

kamu takut ya sama saya‚, lalu terdakwa marah dan langsung 

mengambil pisau yang ada di etalase warung nasi uduk dan 

mengacungkannya ke arah saksi sebanyak dua kali sambil mengatakan 

ku bunuh kau, kemudian saksi menghindar dengan mundur ke 

belakang, lalu pemilik warung nasi uduk Mat Kribo melerai dengan 

menahan dan marangkul tubuh terdakwa, lalu terdakwa meletakkan 

pisau tersebut di etalase, kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi 

ini maling besar di PLN, lalu terdakwa mengambil lagi pisau tersebut 

dan mengatakan ‚sini kau, ku bunuh kau, ayo kita ribut saja di luar, 

kau yang mati apa aku‚. Lalu anak Mat Kribo meminta terdakwa 

keluar dari warung, terdakwapun keluar sambil berkata ‚ayo kita ribut 

di luar‚, ketika berada di luar, terdakwa masih berteriak memaksa 

saksi untuk keluar dari dalam warung untuk berkelahi dengan 

terdakwa, karena saksi takut terjadi apa-apa maka saksi diam saja di 

dalam warung.  

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya, yakni 

bahwa terdakwa kenal dengan saksi sejak tahun 2009, ketika mau 

masang daya listrik di rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 

5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tapi dayanya tidak 

masuk-masuk dan setelah terdakwa cek rupanya uangnya tidak 

disetorkan ke PLN dan setelah itu terdakwa melaporkan saksi Andrie 

ke pimpinannya dan kemudian bapaknya saksi Andrie mengganti uang 
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terdakwa lewat istri terdakwa.Terdakwa mengatakan tidak kenal 

dengan saksi karena saksi pernah mengancam mau memutuskan listrik 

di rumah terdakwa dan ribut dengan istri terdakwa.Bahwa ketika 

terdakwa mengambil pisau dari etalase dan langsung dihalangi oleh 

Mat Kribo sehingga pisau diarahkan ke atas dan bukan diarahkan ke 

saksi Andrie untuk menusuknya dan tidak ada mengatakan ku bunuh 

kau serta hp terdakwa pecah akibat perbuatan terdakwa. 

2. Saksi Zulfa Desiani Binti Zul Herman : Bahwa saat saksi dan suami 

saksi makan, suami saksi memberitahukan bahwa terdakwa yang dulu 

rumahnya dibeli oleh papa mertua, pada saat terdakwa masuk ke 

warung bersama istri dan anaknya. Ketika terdakwa hendak 

membayar makan, suami saksi menghampiri terdakwa dan 

menyapanya untuk mengatakan apa kabar dan posisinya di dekat meja 

kasir. Saat itu saksi dengar kalau terdakwa mengatakan tidak kenal 

dengan suami saksi dengan mengatakan saya tidak kenal sama kamu 

dengan nada keras, lalu suami saksi mengatakan masa kamu tidak 

kenal sama aku, kamu takut ya sama saya, lalu terdakwa marah dan 

langsung mengambil pisau yang berada di etalase warung nasi uduk 

dan mnegacungkan ke arah tubuh suami saksi dan mengatakan ku 

bunuh kau lalu saksi melihat pemilik warung nasi uduk Mat Kribo 

mencoba melerai dengan cara menahan dan merangkul tubuh 

terdakwa, terdakwa kemudian meletakkan pisaunya tersebut ke 

etalase lalu keluar sambil berkata ‚kita ribut diluar saja‚ dan terdakwa 
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pun pergi dari warung.Terdakwa mengatakan bahwa suami saksi 

maling besar PLN dan saksi tidak tahu sebelumnya apakah ada 

permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa. 
60

 

3. Saksi Rudi Saputra Bin Selamat Riyadi : Bahwa saat kejadian, saksi 

sedang membantu orang tua saksi berdagang nasi uduk, saksi melihat 

terdakwa datang bersama anak dan istrinya dan makan serta melihat 

saksi Andrie dan istrinya juga sedang makan.Saat terdakwa hendak 

membayar makanan dengan orang tua saksi, lalu saksi Andrie 

menghampiri terdakwa dan saksi mendengar terdakwa berbicara 

dengan nada keras kepada saksi Andrie, lalu saksi mendengar mereka 

cek cok mulut, tiba-tiba terdakwa mengambil pisau yang ada di 

etalase dekat kasir yang biasa digunakan untuk memotong tahu dan 

hendak menyerang saksi Andri namun dihalangi oleh orang tua saksi 

dengan mengatakan istighfar. Lalu terdakwa mengajak saksi Andri 

untuk berkelahi diluar sambil mengacungkan pisaunya ke tubuh saksi 

Andrie dengan posisi sudah dihalangi oleh orang tua saksi dengan cara 

merangkul badannya terdakwa, lalu terdakwa menurunkan pisaunya 

dan meletakkan di etalase, setelah itu saksi meminta terdakwa untuk 

pergi dari warung.Bahwa pada saat mereka ribut posisi saksi 3-4 

meter dari mereka dan saat itu karyawan juga banyak yang melihat 

kejadian tersebut dan saksi tidak melihat hp terdakwa jatuh 

berserakan yang ada malah hp milik bapak saksi yang hilang gara-gara 
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Ibid, 6. 
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melerai keributan tersebut. Bahwa pada saat peristiwa itu tidak 

sampai terjadi kontak fisik. 

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, 

bahwa terdakwa tidak ada mengatakan ku bunuh kau, terdakwa cek 

cok mulut dulu dengan saksi Andri dimana tangan terdakwa ditarik 

dulu oleh saksi Andrie sehingga barang-barang terdakwa jatuh dari tas 

bukan dari kantong.Selain itu, bapaknya saksi Rudi tidak ada 

merangkul badan terdakwa melainkan menarik tangan terdakwa dan 

saksi tidak ada berkata istighfar bang yang nyuruh terdakwa istighfar 

bapaknya yaitu Mat Kribo.
61

 

4. Saksi Selamat Riyadi Bin Buang Asman, keterangan saksi di BAP 

dibacakan di depan persidangan : Bahwa saksi melihat Helmi datang 

bersama anak dan istrinya lalu memesan makanan. Setelah selesai 

makan, Helmi berdiri menemui saksi untuk membayar makanan, tiba-

tiba saksi melihat Andrie datang menghampiri Helmi lalu menyapa 

Helmi dengan berkata ‚bang bisa kita ngobrol‚, lalu Helmi 

mengatakan dirinya tidak kenal dengan Andrie, lalu terjadi cek cok 

mulut antara Helmi dan Andrie, tiba-tiba Helmi mengambil pisau 

yang berada di etalase warung dan hendak menyerang Andrie namun 

saksi langsung menarik tubuh Helmi dan menghadangnya, sehingga 

Helmi mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah tubuh Andrie 

secara berulang-ulang dan Andriepun menghindar yang pada saat itu 
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jarak antar keduanya 1-2 meter, lalu saksi terus mencoba melerai 

dengan cara menahan dan merangkul tubuh Helmi, kemudian Helmi 

meletakkan pisau yang ia pegang tersebut di etalase warung, lalu 

Helmi keluar sambil berkata kita ribut diluar saja sambil 

mengacungkan kembali pisau tersebut, dan pada saat itu Andrie tidak 

mau menuruti ajakan berkelahi Helmi, lalu Helmi pergi meninggalkan 

warung. 

5. Saksi Hj. Lina Ranti, SH,M.Kn karena saksi adalah istri terdakwa 

maka keterangan saksi tidak dibawah sumpah : Bahwa antara suami 

saksi dengan saksi Andrie sudah ada permasalahan sebelumnya karena 

dulu suami saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- 

(lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andrie untuk menambah 

daya listrik namun tidak dipasang saksi Andri sehingga suami saksi 

melaporkan saksi andrie ke atasannya dan tidak lama kemudian orang 

tua saksi Andrie datang menemui saksi mengembalikan uang tersebut. 

Pada tahun 2011, saat saksi Andrie memutuskan listrik rumah 

tetangga saksi yang rumahnya sudah dilelang, saat itu saksi Andrie 

datang ke rumah saksi dan mengancam akan memutuskan listrik di 

rumah saksi. Pada saat kejadian di warung nasi uduk mat kribo, saksi 

melihat  ada saksi Andrie dengan istrinya sedang makan, lalu kami 

cuek aja dan memesan makanan, dan saksi melihat saksi Andrie dan 

istrinya sudah selesai makan dan menunggu kami. Saat suami saksi 

membayar makanan, saksi Andrie menghampiri suami saksi dan 
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mengajak suami saksi untuk berbicara sambil memegang tangan kiri 

suami saksi sambil berkata ‚kamu kenal tidak dengan saya, pengecut 

kamu jangan berani sama atasan saya ya, hadapi aja saya sendiri‚ lalu 

terjadi keributan cek cok mulut antara suami saksi dengan saksi 

Andrie dan saat itu pemilik warung melerai dengan cara memeluk 

suami saksi sambil menyuruh suami saksi istighfar, sehingga tas milik 

suami saksi jatuh ke lantai warung lalu saksi mengambilnya. Dan 

saksi masih mendengar saksi Andrie mengatakan kata-kata kasar 

‚binatang, babi‚ kepada suami saksi sehingga suami saksi mengajak 

saksi Andrie berkelahi namun tidak mau dan tetap berdiri di dalam 

warung sehingga setelah itu kami langsung pulang. Bahwa dari awal 

kami sudah ingin damai tapi saksi Andrie tidak mau malah 

melaporkan saksi ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik. 

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa 

yang mengambil handphone terdakwa yang terjatuh di lantai adalah 

anak buah mat kribo lalu diberikan ke saksi.
62

 

     Selanjutnya, Terdakwa telah memberikan keterangan : Bahwa 

sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi Andrie 

karena tahun 2010 terdakwa pernah meminta bantuan saksi Andrie 

untuk menambah daya listrik rumah terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- 

(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan pernah juga saksi Andrie datang 

untuk memutuskan aliran listrik di rumah tetangga terdakwa dan saksi 
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Ibid, 10. 
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Andrie ribut dengan istri terdakwa dan mengancam akan memutuskan 

juga aliran listrik di rumah terdakwa. Saat terdakwa bersama dengan 

anak dan istri makandi warung nasi uduk mat kribo, terdakwa melihat 

saksi Andrie bersama istrinya dan ketika sudah selesai makan mereka 

sengaja menunggu terdakwa, ketika terdakwa membayar makanan 

kepada pemilik warung, tiba-tiba saksi Andrie menghampiri terdakwa 

dan mengajak berbicara sambil memegang tangan kiri terdakwa dan 

berkata ‚jangan berani ke atasan saya ya, hadapi saya‚ namun 

terdakwa menolak berbicara dengan menepiskan tangan saksi Andrie 

lalu terjadilah cek cok antara terdakwa dengan saksi Andrie dimana 

saksi Andrie mengatakan terdakwa binatang dan kata-kata kotor 

lainnya sehingga terdakwa emosi.  

      Kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di etalase lalu 

mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi Andrie sambil mengatakan 

‚ai kau ini‚dengan maksud supaya saksi Andrie tersebut diam lalu 

pemilik warung mat kribo menarik tangan terdakwa dan merangkul 

badan terdakwa sambil menyuruh terdakwa istighfar kemudian 

terdakwa meletakkan pisau tersebut di etalase. Lalu terdakwa 

mengajak saksi Andrie untuk ribut diluar karena saksi Andrie masih 

juga melontarkan kata-kata kotor kepada terdakwa namun saksi 

Andrienya tidak berani keluar, dan terdakwa langsung pulang. Bahwa 

terdakwa mengambil pisau tersebut tidak ada tujuan apa-apa hanya 

spontanitas saja karena emosi mendengar perkataan saksi Andrie yang 
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tidak mau terdakwa layani tapi masih saja berbicara yang tidak enak. 

Menurut terdakwa saksi Andrie itu tidak ada ketakutan malah pada 

saat terdakwa mengacungkan pisau ke arah tubuh saksi Andrie , saksi 

Andrie masih berdiri dan menelpon yang katanya mau melaporkan 

terdakwa ke polisi. 

 

 

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk Tentang Tindak Pidana Memaksa 

Orang Lain dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan 

 

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 

dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, Majelis 

Hakim akan memberikan pertimbangan terkait terdakwa yang diajukan oleh 

jaksa/penuntut umum ke muka pengadilan dengan dakwaan tunggal 

sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 

16 Januari 2014, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
63

 

1. Barang siapa; 

Unsur ‚barang siapa‚ maksudnya adalah orang atau siapa saja 

yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana 

dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban 
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Ibid, 14. 
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pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah 

Helmi, SH,MH Bin Muhammad Nur, maka menurut majelis hakim unsur 

‚barang siapa‚ telah terpenuhi. 

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, 

atau dengan memakai ancaman kekerasan 

Yang dimaksud dengan dilakukan dengan secara melawan hukum, 

adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti 

objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis 

maupun hukum tidak tertulis. Bahwa dari arti memaksa yang 

bertentangan atau berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri 

menyebabkan unsur melawan hukum dalam setiap perbuatan memaksa itu 

sebenarnya telah terpenuhi. Bahwa perbuatan memaksa itu harus 

dilakukan dengan dua cara yang bersifat alternatif yaitu dengan kekerasan 

atau dengan ancaman kekerasan. Berdasarkan adanya fakta yuridis yaitu 

pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB 

bertempat di warung nasi uduk Mat Kribo Jalan Kartini Bandar Lampung 

ada perbuatan terdakwa yang mengambil pisau milik warung tersebut 

tanpa ijin dan mengajak saksi Andrie untuk berkelahi.Perbuatan terdakwa 

dengan pisau di tangan dan mengajak saksi Andrie berkelahi adalah 

perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi Andrie dan orang-orang yang 

ada di dalam warung tersebut, perbuatan tersebut jelas bertentangan 

dengan hukum dan terbukti perbuatan terdakwa tersebut dicegah oleh 

pemilik warung dengan menarik tangan terdakwa, sehingga unsur dengan 
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melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

telah terpenuhi. 

3. Supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan 

atau membiarkan sesuatu. 

Unsur ‚supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, 

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu‚ adalah merupakan tujuan dari 

dilakukannya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan 

tujuan itu bersifat alternatif yang jika salah satu telah terbukti maka 

unsur ini dianggap telah terpenuhi. Tujuan dari perbuatan terdakwa 

mengambil pisau yang ada di dalam warung dan perkataan terdakwa yang 

mengajak berkelahi adalah ditujukan kepada saksi Andrie. Bahwa 

perbuatan saksi Andrie yang sebelumnya berusaha mengajak terdakwa 

berbicara dimaksudkan terdakwa sebagai perbuatan yang menantang dan 

mengganggu terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut 

agar saksi Andrie tidak melakukan perbuatan yang dianggap mengganggu 

terdakwa, sehingga unsur ‚supaya orang itu tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu‚ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. 

Pertimbangan hakim yang lain yakni bahwa penggunaan senjata 

tajam berupa pisau yang sudah ada dalam kekuasaan terdakwa dan pada 

saat yang sama terdakwa mengajak saksi Andrie untuk berkelahi, 

walaupun tidak terjadi kontak secara fisik akan tetapi saat itu terdakwa 

dengan pisau ditangan mempunyai pengaruh atau kekuasaan yang tidak 
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kecil secara psikis untuk dapat menimbulkan rasa ketakutan dan saksi 

Andrie saat itu mundur. 

Oleh karena semua unsur-unsur pasal surat dakwaan tunggal 

penuntut umum telah cukup terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam 

dakwaan tunggal penuntut umum tersebut dan tidak menemukan hal-hal 

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan 

keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi 

terdakwa sebagai berikut: 

Keadaan yang memberatkan: 

1. Perilaku terdakwa yang cepat terpancing emosi dapat meresahkan 

masyarakat. 

Keadaan yang meringankan: 

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan 

2. Terdakwa belum pernah dihukum 

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih 

membutuhkan kehadiran terdakwa 

4. Terdakwa berprofesi sebagai dosen sekaligus Notaris/PPAT masih 

dibutuhkan tenaganya sesuai profesinya tersebut. 
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Mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, 

majelis tidak sependapat dengan penuntut umum dalam perkara ini, 

dengan pertimbangan karena akibat dari perbuatan terdakwa dalam 

perkara ini belum menimbulkan akibat atau kerusakan yang harus 

diganjar dengan pidana penjara karena tidak sesuai dengan prinsip dan 

filosofi pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukan hanya 

membalas dengan kesengsaraan tetapi lebih bersifat pembinaan dan 

pengayoman yang dirasa lebih mendidik seseorang untuk dapat 

memperbaiki sifat dan kelakuannya yang bertentangan dengan hukum. 

Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas, maka majelis 

berpendapat jenis pemidanaan yang lebih adil dan sesuai diterapkan 

kepada terdakwa dalam perkara ini adalah pemidanaan bersyarat yang 

lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini. 

 

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk Tentang Tindak Pidana Memaksa Orang Lain dengan 

Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan 

 

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, UU Nomor 8 Tahun 

1981 tentang KUHAP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya, maka amar putusan 

hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor register perkara 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk adalah sebagaii berikut: 
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MENGADILI: 

1. Menyatakan terdakwa nama Helmi,SH, MH Bin Muhammad Nur tersebut 

di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana ‚Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai 

kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan supaya orang itu 

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu‚. 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara 5 (lima) bulan; 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian 

hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena 

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 

selama 8 (delapan) bulan berakhir; 

4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau 

bergagang plastik warna kuning dirampas untuk dimusnahkan; 

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua 

ribu) rupiah. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 262 / 

PID.B / 2015 / PN.TJK TENTANG TINDAK PIDANA MEMAKSA ORANG 

LAIN DENGAN MEMAKAI KEKERASAN ATAU ANCAMAN 

KEKERASAN 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk Tentang Tindak Pidana Memaksa Orang Lain 

Dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan 

Tindak pidana memaksa orang lain dilakukan dengan dua cara yang 

bersifat alternatif, yaitu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Jika salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Dalam 

kasus dalam direktori putusan nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk adalah perkara 

tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan oleh 

Helmi, SH.MH. Bin Muhammad Nur.  

Dalam penyelesaian perkara pidana dalam direktori putusan nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk Majelis hakim mempunyai pertimbangan-

pertimbangan hukum yang sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan. 

Ada 5 (lima) saksi yang dihadirkan di persidangan dalam kasus ini 

yakni, saksi Andrie Satriansyah, ST,MM Bin H. Adi Teruna sebagai korban, 

Saksi Zulfa Desiani Binti Zul Herman sebagai istri korban, Saksi Rudi 

Saputra Bin Selamat Riyadi sebagai anak pemilik warung, Saksi Selamat 
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Riyadi Bin Buang Asman sebagai pemilik warung, dan Saksi Hj. Lina Ranti, 

SH,M.Kn sebagai istri terdakwa, saksi-saksi tersebut masing-masing 

memberikan keterangan dibawah sumpah.  

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 

dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, Majelis 

hakim mempertimbangkan terkait dakwaan penuntut umum sebagaimana 

diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya berdasarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 

2014, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Barang siapa; 

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, 

atau dengan memakai ancaman kekerasan; 

3. Supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan 

atau membiarkan sesuatu. 

Sesuai dengan pasal 197 ayat (1) KUHAP, oleh karena semua unsur-

unsur pasal surat dakwaan tunggal penuntut umum telah cukup terpenuhi, 

maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut, 

dan juga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan 

pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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Adapun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan 

dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa: 

Keadaan yang memberatkan: 

1. Perilaku terdakwa yang cepat terpancing emosi dapat meresahkan 

masyarakat. 

Keadaan yang meringankan: 

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 

2. Terdakwa belum pernah dihukum. 

3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan 

kehadiran terdakwa. 

4. Terdakwa berprofesi sebagai dosen sekaligus Notaris/PPAT masih 

dibutuhkan tenaganya sesuai profesinya tersebut. 

Dari pertimbangan hukum di atas kemudian Majelis Hakim 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa Helmi, SH.MH. Bin Muhammad Nur 

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut 

tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak 

pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.  

Penjatuhan hukuman berupa pidana bersyarat ini didasarkan dalam 

Pasal 14 huruf a KUHP yaitu sebagai berikut: 

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau 

pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam 

putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah 
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dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak 

pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut 

habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi 

syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.  

(2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai Negara, maka 

hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, 

tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau 

rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan 

keberatan besar bagi orang yang di pidana itu.  Untuk melakuan ayat ini 

maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang 

sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan Negara, apabila 

tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda 

tiada berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30, ayat (2).         

 (3) Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana 

pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.  

(4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti 

hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal 

menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan 

melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika 

sekiranya diadakan syarat itu. 

 (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat 

pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang 

menjadi alasan putusan itu. 

  Pidana bersyarat diputus oleh hakim Pengadilan dengan syarat-

syarat. Syarat-syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, yang 

terdiri dari syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan 

apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 

pidana kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda; dan syarat 

material, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun 
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kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana 

bersyarat.
64

 

Hakim yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut tidak 

sesuai dengan tuntutan jaksa/penuntut umum, karena tuntutan 

jaksa/penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) 

bulan dari ancaman pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu selama-

lamanya 1 (satu) tahun. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman terhadap 

terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa, karena perbuatan terdakwa yang 

dapat membahayakan korban dan mempunyai pengaruh yang tidak kecil 

secara psikis kepada korban yang menimbulkan rasa takut yang pada saat 

kejadian tersebut korban mundur dan tidak berani keluar dari warung. 

Namun dalam menentukan berat-ringannya hukuman, hakim memiliki 

kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan fakta persidangan 

dan keyakinannya. Hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa secara tepat.
65

 

Dalam penjatuhan sanksi hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk dalam perkara ini menurut penulis, Majelis Hakim 

dalam memberikan hukuman bagi terdakwa sudah sesuai, disini pertimbangan 

hakim sesuai dengan alat bukti, fakta di persidangan serta keadaan yang 

memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan 
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Eyreine Tirza Priska Doodoh, KAJIAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT 
DAN PENGAWASAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Jurnal 

Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, 8. 
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 Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8. 
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adalah perilaku terdakwa yang cepat terpancing emosi dapat meresahkan 

masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap 

sopan di persidangan, belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai 

tanggungan keluarga yang masih membutuhkan kehadiran terdakwa dan 

terdakwa berprofesi sebagai dosen sekaligus Notaris/PPAT masih dibutuhkan 

tenaganya sesuai profesinya tersebut. 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk Tentang Tindak Pidana Memaksa Orang Lain 

Dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan 

 

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang dan 

melanggar hukum yang disebut sebagai jari>mah. Jari>mah adalah segala 

larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zi>r. Jari>mah ta’zi>r 

merupakan perbuatan-perbuatan pelanggaran atau maksiat yang tidak 

dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. 

Ta’zi>r berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan 

mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan 

membuat yang bersangkutan menjadi jera. Sanksi ta’zi>r tidak disebutkan 

secara tegas di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Untuk menentukan jenis 

ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa. Hakim memilih 

hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka 
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boleh bagi Hakim menghukum sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya 

dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan. 

Menurut definisi ta’zi>r oleh Al-Mawardi sebagai berikut :
66

 

ُعَلىَُذُنُ وجبٍُلَجَُ دُُُوَُالتَ َّعجزيِ جرُُتأَدِيجب  دُوج رعَجُفِيجهاَُالجُ تُشج  

Ta’zi>r adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 

(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. 

   

Jadi menurut hukum pidana Islam, tindak pidana memaksa orang lain 

dengan memakai ancaman kekerasan termasuk kategori jari>mah ta’zi>r yang 

yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara’ dan 

hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri. Dalam memutuskan 

jenis dan ukuran sanksi ta’zi>r, harus tetap memperhatikan petunjuk nash 

secara teliti karena menyangkut kemaslahatan. 

Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara 

nomor262/Pid.B/2015/PN.Tjk yakni menjatuhkan pidana kepada terdakwa 

Helmi, SH.MH. Bin Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 5 (lima) 

bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika 

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena 

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 

(delapan) bulan berakhir.  

Dalam hukum pidana Islam, hampir semua sanksi diterapkan untuk 

menjaga kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Dalam 
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pelaksanaan hukuman jari>mah ta’zi>r, mutlak menjadi wewenang hakim dan 

bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. 

Hakim dalam hal ini ulil amri diberi kewenangan untuk menjatuhkan 

hukuman bagi pelaku jari>mah ta’zi>r. Pada dasarnya hukuman ta’zi>r tidak 

memiliki batasan hukuman. Sanksi ta’zi>r sangat beragam, mulai dari yang 

paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati. 

Maka diperlukan ijtihad seorang hakim dalam menetapkan suatu hukuman 

ta’zi>r dengan melihat kemaslahatan umum serta bentuk penjagaan terhadap 

dasar-dasar hukum Islam pada hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang 

pelaku.  

Pertimbangan hukum hakim jika ditinjau dari hukum pidana Islam 

sudah benar yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan 

pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan 

hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu 

tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.  

Dari uraian di atas, penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana 

memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan menurut penulis, 

sudah sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena ta’zi>r 

merupakan hukuman yang dijatuhkan berat ringannya ditentukan oleh ulil 

amri dalam hal ini hakim. Hal ini sesuai dengan putusan ini dengan 

keterangan saksi, dan alat bukti yang ada, fakta hukum yang terungkap dalam 

persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 
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Pertimbangan hukum hakim terkait penjatuhan pidana bersyarat 

tersebut menurut penulis, sesuai dengan konteks hukum pidana Islam jika 

dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 

hukuman. Hal-hal yang memberatkan yakni perilaku terdakwa yang cepat 

terpancing emosi dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang 

meringankan adalah terdakwa berprofesi sebagai dosen sekaligus 

Notaris/PPAT masih dibutuhkan tenaganya. Karena dalam penerapan materi 

hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini 

didasarkan pada Hadis yang meringankan hukuman yakni sebagai berikut.
67

 

ُ بَ رَناَُابجنُُأَبُِفُدَيجكٍُعَنج نَ جبَاريُُِّقاَلََُأَخج دُُبجنُُسُلَيجمَانَُالْج ثَ نَاُجَعجفَرُُبجنُُمُسَافِرٍُوَمََُمَّ عَبجدُِالجمَلِكُِحَدَّ

روِ ُإِلَُسَعِيدُِبجنُِزَيجدُِبجنُِعَمج ُُبجنُِزَيجدٍُنَسَبَهُُجَعجفَر  رةََُعَنج ُعَمج رٍُعَنج ُمََُمَّدُِبجنُِأَبُِبَكج بجنُِنُ فَيجلٍُعَنج

يَجئَاتُِ ُقاَلَُرَسُولُُاللَّهُِصَلَّىُاللَّهُُعَلَيجهُِوَسَلَّمَُأقَِيلُواُذَوِيُالْج هَاُقاَلَتج ُُعَائِشَةَُرَضِيَُاللَّهُُعَن ج عَثَ راَتِِِمجُإِلََّ

دُودَُ  الجُ

Telah menceritakan kepada kami (Ja'far bin Musafir) dan 

(Muhammad bin Sulaiman Al Anbari) keduanya berkata; telah 

mengabarkan kepada kami (Ibnu Abu Fudaik) dari (Abdul Malik bin 

Zaid). Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin 

Nufail dari (Muhammad bin Abu Bakr) dari (Amrah) dari ('Aisyah 

radliallahu 'anha)ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang 

baik, kecuali dalam masalah hukum had. 

Berdasarkan Hadis di atas, seorang hakim hendaknya memutuskan 

perkara ta’zi>r harus melihat maslahat yang ada berdasarkan pribadi seseorang 
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dan tingkat kesalahannya. hukuman yang diberikan oleh hakim sesuai dengan 

tujuan dalam hukum pidana islam bahwa hukuman tidak berorientasi balas 

dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. 

Sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa diterapkan sebagai usaha untuk 

mengubah sikap dan perilaku jari>mah agar tidak mengulangi kejahatannya.
68

 

Selain itu, putusan hakim yang menjatuhkan putusan bagi terdakwa 

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut 

tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak 

pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, menurut 

penulis sesuai dengan hukum pidana Islam karena merupakan hukuman ta’zi>r 

dalam kategori ancaman (tahdid). Hukuman ancaman ini merupakan 

hukuman yang dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat mencegah, 

memperbaiki, serta mengajari si terpidana. Dan hukuman ini bersifat 

menunda dalam pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Sehingga apabila 

terpidana kembali mengulangi perbuatannya, hakim dapat melaksanakan 

hukuman yang tertunda tersebut yakni 5 (lima) bulan penjara. 
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 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 53. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara Nomor 

262/Pid.B/2015/PN.Tjk, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 

selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani 

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain 

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum 

masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Hakim dalam 

menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan. hal-hal yang memberatkan 

perilaku terdakwa yang cepat terpancing emosi dapat meresahkan 

masyarakat. Hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan di 

persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai 

tanggungan keluarga yang masih membutuhkan kehadiran terdakwa, 

terdakwa berprofesi sebagai dosen sekaligus Notaris/PPAT masih 

dibutuhkan tenaganya sesuai profesinya tersebut. 

3. Tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan 

termasuk kategori jarimah takzir yang sanksi hukumannya tidak ada 
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dalam nash Al-Qur’an maupun Hadis, dan diserahkan kepada hakim 

selaku penguasa. Sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim kepada 

terdakwa berupa pidana bersyarat ini sudah sesuai dengan hukum pidana 

Islam, karena tujuan hukuman takzir ialah untuk kemaslahatan dan tidak 

berorientasi balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap 

pelaku tindak pidana. 

 

 

B. Saran 

1. Seharusnya terdakwa selaku Notaris/PPAT sekaligus dosen tidak 

gampang emosi dalam bersikap.  

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa 

sesuai pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

agar menimbulkan efek jera. 
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